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PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2020 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi instansi vertikal 

Badan Narkotika Nasional yang proporsional, efektif, dan 

efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas 

Badan Narkotika Nasional, perlu menata kembali 

organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional 

Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; 

  b.  bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika 

Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Narkotika 

Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika 

Nasional Kabupaten/Kota, sudah tidak sesuai dengan 
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perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi 

sehingga perlu diganti; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan 

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5062); 

  2.  Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan 

Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 

Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 128); 

  3.  Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 998); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA 

NASIONAL PROVINSI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

KABUPATEN/KOTA. 
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BAB I 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI 

 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Wewenang 

 

Pasal 1  

(1) Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya 

dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional ini disebut 

BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional 

yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan 

Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. 

(2) BNNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Badan Narkotika Nasional. 

(3) BNNP dipimpin oleh Kepala. 

 

Pasal 2  

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan 

wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. 

 

Pasal 3  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, BNNP menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis 

dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif 

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan 

alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah 

Provinsi; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, 

pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan 

pemberantasan dalam wilayah Provinsi;  

c. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN 

kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; 

d. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam 

wilayah Provinsi; 
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e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan 

instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat 

dalam wilayah Provinsi;  

f. pelayanan administrasi BNNP; dan 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP. 

 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 4 

BNNP terdiri atas: 

a. Kepala; 

b. Bagian Umum; 

c. Bidang Pemberantasan dan Intelijen; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Pasal 5  

Kepala BNNP mempunyai tugas memimpin BNNP dalam 

pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam 

wilayah Provinsi, dan mewakili Kepala BNN dalam 

melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi 

pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah 

Provinsi. 

 

Pasal 6  

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan 

P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNP, dan administrasi serta 

sarana prasarana BNNP. 

 

Pasal 7  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran; 

b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, 

dan urusan rumah tangga BNNP; 
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c. penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi 

P4GN; 

d. penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama 

dalam wilayah Provinsi; 

e. penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, 

kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan 

hubungan masyarakat; dan 

f. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP. 

 

Pasal 8  

Susunan organisasi Bagian Umum terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

 

Pasal 9 

Bidang Pemberantasan dan Intelijen mempunyai tugas 

melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang 

Pemberantasan dan Intelijen dalam wilayah Provinsi. 

 

Pasal 10  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9, Bidang Pemberantasan dan Intelijen 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana 

strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang 

pemberantasan dalam wilayah Provinsi; 

b. penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan 

jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan 

peredaran gelap narkotika dalam wilayah Provinsi; 

c. penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan 

intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, 

operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang 

pemberantasan dalam wilayah Provinsi; 

d. penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan 

penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, 

psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya 

kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol 

dalam wilayah Provinsi;  
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e. penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak 

pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana 

narkotika dalam wilayah Provinsi; 

f. penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi 

prekursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah 

Provinsi; 

g. penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan 

barang bukti dalam wilayah Provinsi;  

h. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi 

P4GN di bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota 

dalam wilayah Provinsi; dan 

i. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di 

bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi. 

 

Pasal 11  

Bidang Pemberantasan dan Intelijen terdiri atas: 

a. Seksi Intelijen; 

b. Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Pasal 12  

(1) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana 

strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, 

pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan 

kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam 

rangka P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN 

kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN 

dalam wilayah Provinsi. 

(2) Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis 

dan rencana kerja tahunan P4GN, pengawasan tahanan 

dan barang bukti, pembinaan teknis dan supervisi P4GN 

kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN 

dalam wilayah Provinsi. 
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BAB II 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA 

 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Wewenang 

 

Pasal 13  

(1) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional 

ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan 

Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, 

dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah 

Kabupaten/Kota. 

(2) BNNK/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala BNNP. 

(3) BNNK/Kota dipimpin oleh Kepala. 

 

Pasal 14  

BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi 

dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. 

 

Pasal 15  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14, BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis 

dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam 

wilayah Kabupaten/Kota; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, 

pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan 

pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota; 

c. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam 

wilayah Kabupaten/Kota; 

d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan 

instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat 

dalam wilayah Kabupaten/Kota; 

e. pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan 

f.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota. 
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Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 16  

BNNK/Kota terdiri atas: 

a. Kepala; 

b. Subbagian Umum; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Pasal 17  

Kepala BNNK/Kota mempunyai tugas memimpin BNNK/Kota 

dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam 

wilayah Kabupaten/Kota, dan mewakili Kepala BNN dalam 

melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi 

pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah 

Kabupaten/Kota. 

 

Pasal 18  

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program 

dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan 

rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan 

hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, 

kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan 

masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam 

wilayah BNNK/Kota. 

 

BAB III 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 

Pasal 19  

Di lingkungan BNNP dan BNNK/Kota dapat ditetapkan 

jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang 

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 20  

(1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas 

memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

dan/atau Jabatan Administrator sesuai dengan bidang 

keahlian dan keterampilan. 

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan Koordinator dan Subkoordinator 

Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan 

ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Jabatan 

Administrasi. 

(3) Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi 

Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola 

kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas 

Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi 

Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala BNNP. 

 

Pasal 21  

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20, terdiri dari berbagai jenis jabatan 

fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan 

keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional BNNP dan 

BNNK/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas 

analisis jabatan dan beban kerja. 

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional 

BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-

masing. 
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BAB IV 

TATA KERJA 

 

Pasal 22  

Semua unsur di lingkungan BNNP dan BNNK/Kota dalam 

melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi termasuk 

dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait 

dan komponen masyarakat di tingkat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

 

Pasal 23  

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab 

memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing 

dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas bawahan. 

 

Pasal 24  

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan 

sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing 

yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang. 

 

Pasal 25  

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, 

mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada atasan 

masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala 

tepat pada waktunya. 

 

Pasal 26  

(1) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan 

melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah 

baik pusat maupun daerah, lembaga internasional, 

komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang 

perlu. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui : 

 

www.peraturan.go.id



2020, No.999 
-11- 

a.  forum koordinasi yang dilakukan secara berkala 

dan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk 

penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di 

bidang P4GN; 

b.  kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi 

masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di 

bidang P4GN; dan 

c.  kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan. 

 

Pasal 27  

(1) Dalam rangka pelaksanaan P4GN BNNP dan BNNK/Kota 

melakukan siaga informasi 24 (dua puluh empat) jam di 

bidang P4GN. 

(2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), BNNP dan/atau BNNK/Kota segera 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta 

melaksanakan tindak awal untuk pemberantasan dan 

pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 

psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya 

kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang 

terjadi di wilayah setempat sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan. 

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan 

pemerintah daerah setempat, instansi pemerintah, dan 

pihak lain terkait. 

 

Pasal 28  

(1) Kepala BNNP melaporkan langkah-langkah dan tindak 

awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

27 kepada Kepala BNN. 

(2) Kepala BNNK/Kota melaporkan langkah-langkah dan 

tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 kepada Kepala BNN melalui Kepala BNNP. 
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(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan dalam satu kesatuan komando 

oleh Kepala BNN. 

 

BAB V 

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN 

 

Pasal 29  

(1) Kepala BNNP merupakan Jabatan Tinggi Pratama atau 

jabatan struktural eselon II.a. 

(2) Kepala Bagian pada BNNP, Kepala Bidang pada BNNP, 

dan Kepala BNNK/Kota merupakan Jabatan 

Administrator atau jabatan struktural eselon III.a. 

(3) Kepala Seksi pada BNNP dan Kepala Subbagian pada 

BNNK/Kota merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan 

struktural eselon IV.a. 

 

Pasal 30  

(1) Seluruh pejabat struktural pada BNNP dan BNNK/Kota 

diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.  

(2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VI 

PENDANAAN 

 

Pasal 31  

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas 

dan fungsi BNNP dan BNNK/Kota dibebankan kepada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

 

BAB VII 

JUMLAH DAN LOKASI 

 

Pasal 32  

(1) Penetapan jumlah dan lokasi BNNP dan BNNK/Kota 

didasarkan pada kriteria dan analisis beban kerja. 
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(2) Penetapan jumlah, lokasi dan pedoman kriteria BNNP 

dan BNNK/Kota ditetapkan oleh Kepala Badan 

Narkotika Nasional setelah mendapat persetujuan 

tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang aparatur negara. 

 

Pasal 33  

Bagan Struktur organisasi BNNP dan BNNK/Kota tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Badan ini. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 35 

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BNNP dan 

BNNK/Kota berdasarkan Peraturan Badan ini ditetapkan 

oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis dari 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang aparatur negara. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 34  

(1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, di 

lingkungan Badan Narkotika Nasional terdapat 34 (tiga 

puluh empat) BNNP dan 173 (seratus tujuh puluh tiga) 

BNNK/Kota. 

(2) Daftar Lokasi BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 35  

(1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, jabatan 

dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan 
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BNNP dan BNNK/Kota berdasarkan Peraturan Kepala 

Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional 

Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika 

Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten/Kota, tetap melaksanakan tugas dan 

fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat yang 

baru berdasarkan Peraturan Badan ini. 

(2) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua 

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan 

Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional 

Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika 

Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten/Kota, dinyatakan tetap berlaku sepanjang 

belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Badan 

ini. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 36  

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan 

Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional 

Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan 

Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan 

Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

Pasal 37  

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 4 September 2020 

 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

    HERU WINARKO 

 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 7 September 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
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